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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan yang lain) dan hanya kepada Allah hendaknya kamu mengharap”
(Q. S. Al-Insyirah: 6-8)
6“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali
jika mereka mengubah keadaan dalam diri mereka sendiri”
(Q.S. Ar-Ra’du: 11)
“Hargailah segala hal sebagai sesuatu yang penting dalam setiap proses




Picta Dhody Putranto, E 0006196. 2010. PERAN BALAI
PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK
NAKAL DI BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA. Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Balai
Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dan untuk mengetahui
kendala-kendala yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan dalam melakukan
pembimbingan terhadap anak nakal.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian
hukum empiris yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data
primer diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Surakarta dan data sekunder
diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan
7laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk
teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dua teknik yaitu wawancara, dan
studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan
menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil
kesimpulan bahwa Balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak
hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan
perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, pertama tahap pra ajudikasi yaitu
tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak
nakal, kedua tahap ajudikasi  yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak
nakal telah memasuki proses persidangan, ketiga tahap post ajudikasi yaitu tahap
pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim.
Kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan peran Balai
Pemasyarakatan Surakarta dalam pembimbingan terhadap anak nakal antara lain
pertama lemahnya aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh anak, kedua kurangnya koordinasi diantara sesama aparat
penegak hukum dalam menangani perkara pidana anak, ketiga rendahnya kualitas
sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Surakarta sehingga dalam
menangani perkara pidana anak, keempat kurangnya sarana dan prasarana yang
memadai sehingga dalam penanganan perkara pidana anak, kelima wilayah
hukum Balai Pemasyarakatan Surakarta yang sangat luas meliputi eks
Karesidenan Surakarta, keenam Keluarga klien anak yang tidak kooperatif,
ketujuh Alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai
Pemasyarakatan Surakarta dalam menjalankan peran dan fungsinya.
Kata kunci : Balai Pemasyarakatan, Tindak Pidana Anak, Anak Nakal.
ABSTRACT
Picta Dhody Putranto, E0006196. 2010. CENTER ROLE OF BALAI
PEMASYARAKATAN IN COACHING TO JUVENILE DELINQUENTS
ON BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA. Faculty of Law, Eleven
March University.
The purpose of this study is to investigate the role of Balai
pemasyarakatan in coaching against bad boy, and to identify the constraints faced
by the Balai Pemasyarakatan in the conduct of supervision of juvenile
delinquents.
This research is a sociological law or descriptive empirical legal research,
this study uses qualitative research methods. Data obtained from primary and
secondary data. Primary data obtained from the Balai Pemasyarakatan Surakarta
and secondary data obtained from the literature materials, documents, and reports
related to the problem under study. For data collection technique is to use two
techniques, interview and literature study. Furthermore, to analyze existing data
using qualitative analysis with an interactive model.
8Based on the results of research that has been done with the author, it can
be concluded that the Balai Pemasyarakatan Surakarta as one of law enforcement,
particularly in the supervision of juvenile delinquents, in carrying out its role is
carried out through three stages, first stage is pre adjudication stage at the
commencement of the investigation by the police against bad boy, the second
stage is the stage at the time of adjudication of cases involving juvenile
delinquents have entered the trial, the third phase of post adjudication stage at the
time after the case involving juvenile delinquents sentenced by the judge. The
constraints that can hamper the implementation of the role of Balai
Pemasyarakatan Surakarta in supervision of juvenile delinquents, among others,
the first weakness of the rule of law that applies to crimes committed by children,
both the lack of coordination among law enforcement officers in handling
criminal cases of children, the three low quality of the source human resources in
the Balai Pemasyarakatan Surakarta so that in handling criminal cases of children,
the fouth, of the lack of adequate facilities and infrastructure so that in handling
criminal cases of children, the fifth, jurisdictions Balai Pemasyarakatan’s covers a
very broad Surakarta former, the sixth, children Families clients who do not
cooperate, the seventh, budget allocation and funds are minimal to Balai
Pemasyarakatan Surakarta in performing its roles and functions.
Keywords: Balai Pemasyarakatan, Children Crime, Bad Boy.
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A. Latar Belakang Masalah
Semakin meningkatnya perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai
bidang, maka semakin berkembang pula pelanggaran terhadap hukum ataupun
perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat baik secara kualitas maupun
kuantitasnya. Pada dasarnya perbuatan yang menyimpang dari norma yang
berlaku dianggap sebagai suatu kejahatan atau perbuatan yang merusak serta
mengganggu stabilitas masyarakat sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi
pidana. Seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas
hukum. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan
oleh penyelenggara negara, warga negara, dan semua subjek hukum yang ada di
dalamnya harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa apabila tindakan
tiap-tiap subjek hukum di Indonesia bertentangan dengan hukum yang berlaku,
maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan hukum.
Perkembangan pelanggaran terhadap hukum ataupun perbuatan pidana
yang dilakukan oleh masyarakat saat ini salah satunya adalah perkembangan
mengenai pelakunya. Saat ini pelanggaran hukum ataupun perbuatan pidana tidak
hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi perbuatan pidana yang
dilakukan oleh anak-anak semakin marak terjadi. Dengan adanya persamaan
kedudukan antara orang dewasa dan anak-anak di muka hukum, maka perbuatan
pidana ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak pun juga
harus diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik
terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-
undangan yang berlaku yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja atau
dengan kata lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan
kriminal, mendorong kita untuk lebih memberikan perhatian terhadap
penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana anak
dan hukum acara yang berlaku (Agung Wahyono, Siti Rahayu, 1993:2).
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Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat
perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah
dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia
melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau
merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam
masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas
dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali,
kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan
tersebut tidak dapat ditolerir lagi sehingga anak yang melakukan kejahatan harus
berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
(Gatot Supramono, 2000: IX).
”Menurut Pompe di antara faktor-faktor yang diperlukan untuk adanya
akibat yang merupakan sebab, adalah faktor yang di dalamnya terdapat kekuatan
untuk menimbulkan akibat. Jadi musabab adalah faktor yang mempunyai tendensi
untuk dalam keadaan tertentu menimbulkan akibat”. (Winarno Budyatmojo, 2009:
152). Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh anak tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang bersifat
mendasar dalam kehidupan masyarakat. ”For young people especially, social
intervention has to take seriously the narrative accounts of the juvenile offenders
themselves. They also have to address those internal and external factors that
impinge upon young people's sense of self and their place in the world”.(Bagi
remaja khususnya, intervensi sosial sangat berpengaruh pada perilaku remaja itu
sendiri. Mereka juga harus mengendalikan faktor internal dan eksternal yang
bertentangan dengan perasaan pribadi dan lingkungannya di dunia). (Rob White,
2008: 45). Selain itu, hal tersebut juga merupakan akibat dari perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi
yang semakin canggih, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan
gaya dan cara hidup orang dewasa juga membawa pengaruh yang sangat besar
terhadap penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh anak-anak.
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Keberadaan anak yang berperilaku menyimpang khususnya yang
melakukan tindak pidana, menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pertama,
tindak pidana yang dilakukan anak bagaimanapun juga merupakan perilaku
yang merugikan bukan saja bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat,
dan karena itu perilaku semacam itu perlu dihentikan antara lain melalui
penjatuhan pidana atau tindakan. Kedua, anak dengan segala
keberadaannya tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan orang
dewasa, karena itu penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak
dapat dipersamakan dengan pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepada
orang dewasa. Ketiga, secara umum anak memiliki jangkauan masa depan
yang lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa, karena itu
penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari
upaya pembinaan terhadap anak untuk menjadi pribadi yang mandiri dan
bertanggung jawab. (Herry Subondo, 2007, Vol.1 No.1: 24-25).
Mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana
atau tindakan terhadap anak nakal diupayakan jangan sampai anak yang
bersangkutan dipisahkan dari orang tuanya. Hal tersebut dilakukan dengan
pertimbangan karena hubungan orang tua dengan anaknya merupakan hubungan
yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritual. Apabila
hubungan antara orang tua dengan anak kurang harmonis atau karena sifat
perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari
orang tuanya, hendaknya tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi adalah
semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat
dan wajar. (Sholeh Soeaidy, Zulkhair, 2001:23-24).
Menurut Kepala Balai Pemasyarakatan Surakarta, Bapak Ahmad Hardi,
Bc. IP, SH, MM seperti yang di sampaikan pada redaksi Suara Atma bahwa ada
beberapa keuntungan apabila anak nakal tidak di tahan dan tetap berada di tengah-
tengah keluarga, yaitu:
1. Pendidikan dan kesehatan anak dapat terjamin;
2. Anak terbebas dari pengaruh buruk akibat berkumpul dengan tahanan
dewasa;
3. Karena tidak ditahan maka tuntutan yang akan diajukan relatif lebih
ringan.(Suara Atma, 2010: 4).
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Upaya menjamin perlindungan hukum terhadap anak sehubungan dengan
sifat khusus dari anak dan sifatnya sebagai anak-anak sehingga dibutuhkan suatu
produk hukum yang dapat menjamin terpenuhinya perlakuan yang adil terhadap
anak dalam proses penyelesaian tindak pidana anak, salah satunya dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
yang merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan anak. Menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah yang
digunakan untuk menyebut anak-anak yang melakukan tindak pidana atau
perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak adalah anak nakal. Dalam Undang-
Undang tersebut mengatur bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan
pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.
Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal adalah
sebagai berikut:
1. Dikembalikan ke orang tua/wali/orang tua asuh;
2. Diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan,
dan latihan kerja;
3. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja.
Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan anak, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang
melakukan tindak pidana paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman
pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan
diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana
penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal tersebut maksimal adalah 10
tahun. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, anak nakal yang dijatuhi pidana penjara maksimal 2 tahun,
dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan pidana bersyarat.
Selama melakukan pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak nakal dilakukan
oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara bimbingan dilakukan oleh pembimbing
kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak nakal itu melaksanakan syarat yang
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telah ditentukan. Anak yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh
pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai
klien pemasyarakatan.
Balai Pemasyarakatan adalah merupakan sebuah unit pelaksana teknis
bimbingan kemasyarakatan yang berupa sistem kemasyarakatan dalam tata
peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka
pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggaran hukum. Sistem
pemasyarakatan merupakan suatu kebijakan baru dalam memperlakukan cara
pemidanaan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan
dan sekaligus mengayomi narapidana serta memberikan bekal hidup bagi
narapidana melalui proses bimbingan yang tidak melepaskan secara langsung
dengan masyarakat.
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan
(PK) melaksanakan fungsinya sejak Tersangka anak ditangkap oleh polisi dan
dibuatkan berita acara pemeriksaan hingga setelah Terdakwa anak (klien) diputus
oleh hakim, pembimbing kemasyarakatan selalu dilibatkan oleh kepolisian.
Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian guna menyusun penelitian
kemasyarakatan (litmas). Tanpa adanya hasil penelitian kemasyarakatan dari
pembimbing kemasyarakatan, berkas perkara klien dianggap belum lengkap dan
sidang dapat dibatalkan.
Dalam masyarakat secara umum, Balai Pemasyarakatan kurang begitu
dikenal. Masyarakat lebih mengenal Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah
Tahanan (RUTAN) daripada Balai Pemasyarakatan dalam hal pembinaan
terhadap narapidana. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem
peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan bagian
dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan
pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain
dalam system peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya
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Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi
keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, dimana Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan,
mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam
proses Peradilan Anak.
Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan
judul ”PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN
TERHADAP ANAK NAKAL DI BALAI PEMASYARAKATAN
SURAKARTA.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,
maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut,
yaitu:
1. Bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam
pembimbingan terhadap anak nakal?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan
Surakarta dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal?
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai
sasaran yang dikehendaki serta dapat memberikan arah dalam pelaksanaan
penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai Penulis melalui penelitian
ini adalah :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam
pembimbingan terhadap anak nakal;
b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Balai




a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang
Hukum Pidana khususnya mengenai peran Balai Pemasyarakatan
dalam pembimbingan terhadap anak nakal di Balai Pemasyarakatan
Surakarta;
b. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti guna menyusun penulisan hukum;
c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam
bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta..
D. Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai.
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu
Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian
maupun penulisan hukum sejenis untuk tahap berikutnya;
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang
berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang
diteliti;
b. Hasil Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran pada
masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran Balai
Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal;
c. Untuk mempraktekkan teori penelitian (hukum) yang telah Penulis
dapatkan di bangku kuliah;
d. Untuk melatih penulisan hukum dalam mengungkap permasalahan
yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang ilmu
pengetahuan yang pernah Penulis terima.
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E. Metode Penelitian
Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, terlebih dahulu akan
dikemukakan mengenai pengertian metode itu sendiri. Kata “metode”
(Inggris: method, Latin: methodus, Yunani: methodos-meta berarti sesudah, di
atas, sedangkan hodos berarti suatu jalan atau suatu cara. Dua syarat utama
yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan
dapat dipertanggungjawabkan yaitu peneliti harus lebih dulu memahami
konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan
metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut (Johnny Ibrahim, 2006 : 26).
Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun
dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja
atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu
pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman- pedoman, cara
seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang
dihadapi (Soerjono Soekanto, 2007:6). Maka metode penelitian merupakan
suatu cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan suatu penelitian dapat
tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini termasuk
penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Pada penelitian
hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk
kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau
terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007:52).
2. Sifat Penelitian
Dilihat dari sifatnya penelitian yang penulis susun termasuk
penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat penelitian secara deskriptif
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas
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hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori
lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono
Soekanto, 2007:10).
3. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah
metode pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif merupakan tata
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang
nyata.
4. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis
melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Balai Pemasyarakatan
Surakarta.
5. Jenis dan Sumber Data
Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh
secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang
diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data
yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder
(Soerjono Soekanto, 2007:51). Jenis data yang digunakan oleh penulis
dalam menyusun penelitian hukum ini adalah :
a. Data Primer
Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh
secara langsung dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini
data primer merupakan wawancara langsung di lokasi penelitian
dengan pihak-pihak dari Balai Pemasyarakatan Surakarta.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak
diperoleh secara langsung tetapi melalui penelitian kepustakaan
yang menunjang data primer. Sumber data sekunder dalam
penelitian ini didapat melalui sumber kedua, misalnya instrumen
hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku,
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publikasi dari berbagai organisasi, laporan-laporan dan dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
6. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis
adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Untuk mendapatkan data primer adalah dengan cara
wawancara langsung, yakni melakukan tanya jawab dengan pihak
yang terkait dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang
berkompeten di Balai Pemasyarakatan Surakarta. Wawancara yang
dilakukan adalah wawancara yang terpimpin, terarah, dan
mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna
memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan
seteliti mungkin.
b. Data Sekunder
Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan studi
kepustakaan yang diperoleh melalui berbagai literatur meliputi
buku-buku, peraturan perundang-undangan, publikasi dari
berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki
keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
7. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan
data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data
(Lexy J Maleong, 2002:103).
Teknik analisis yang digunakan oleh penulis ialah model analisis
interaktif (Interactive Model of Analysis). Teknik model analisis interaktif
adalah suatu teknik analisis data yang melalui 3 alur komponen
pengumpulan data, yaitu :
a. Reduksi Data
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Kegiatan ini merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan
penyederhanaan data pada penelitian. Data yang telah
teridentifikasi tersebut lebih memudahkan dalam penyusunan.
b. Penyajian Data
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset
dapat dilaksanakan.
c. Penarikan Kesimpulan
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi
pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan,
konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya
peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37).
Untuk lebih memudahkan mempelajari konsep analisis interaksi
penelitian ini dibuat sebagai berikut :
Gambar 1: Bagan Reduksi Data
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum,










sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab
terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.
Sistematika dalam penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN





F. Sistematika Penulisan Hukum
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan tentang Balai Pemasyarakatan
2. Tinjauan tentang Pembimbingan
3. Tinjauan tentang Anak Nakal
4. Tinjauan tentang Balai Pemasyarakatan
Surakarta
B. Kerangka Pemikiran
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN









1. Tinjauan Tentang Balai Pemasyarakatan
a. Pengertian Balai Pemasyarakatan
Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa ”Balai
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk
melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.” Pengertian Klien
Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 tantang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada
dalam bimbingan BAPAS.
Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari
suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka
membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 UU
Nomor 12 Tahun 1995).
Balai Pemasyarakatan didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau
Kotamadya. Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan, pembimbingan yang dilakukan oleh Balai
Pemasyarakatan dilakukan terhadap:
a. Terpidana bersyarat;
b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya
diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk,
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bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
dan
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya
dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
b. Sejarah Singkat Berdirinya Balai Pemasyarakatan
Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut
dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai
BISPA) yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang bimbingan klien
kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah bagian dari sistem
pemasyarakatan yang merupakan bagian dari tata peradilan pidana yang
mengandung aspek penegakan hukum berdasarkan pada Pancasila. Sistem
pemasyarakatan ini merupakan pembaharuan dari sistem kepenjaraan yang
baku pada tanggal 27 April 1964.
Dengan lahirnya sistem pamasyarakatan tersebut, kemudian
terbentuk unit pelaksana teknis bidang Balai Bimbingan Kemasyarakatan
dan Pengentasan Anak (BISPA) pada tahun 1966 dengan dikeluarkannya
Surat Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 Nomor
75/4/Kep/1966. Oleh karena Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan
Pengentasan Anak (BISPA) menjadi bagian dari sistem pembinaan tuna
warga, maka tugasnya mencakup segala macam bentuk pembinaan bagi
tuna warga, termasuk anak nakal yang dianggap membahayakan
masyarakat.
Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA)
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.01.PR.07.03 tahun 1997 berubah menjadi Balai Pemasyarakatan
yang disingkat BAPAS. Hal ini hanya dalam perubahan namanya saja,
sedangkan dalam hal tata kerja dan organisasinya tetap sama seperti pada
organisasi Balai BISPA. Dengan demikian mulai tanggal 12 Februari 1997
nama Balai BISPA diganti dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
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c. Tugas, Fungsi, dan Kedudukan Balai Pemasyarakatan
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk
memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai
Pemasyarakatan adalah:
a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim
dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak
dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar
putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana
denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja
atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga
pemasyarakatan.
Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian
bimbingan terhadap orang-orang dan anak-anak yang dikenai suatu sanksi.
Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem
pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung
aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
2) Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
3) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4) Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP
(Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan;
5) Memberikan bimbingan kejutan kepada bekas narapidana, anak
negara dan klien pemasyarakatan;
6) Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.
Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak menyebutkan bahwa ”pengadilan anak adalah pelaksana
kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum.”
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Fungsi peradilan anak adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003
tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengenai hukum pidana
formil maupun materiil adalah faktor hukum yang mempengaruhi
eksistensi proses peradilan anak, yaitu sebagai perangkat hukum tertulis
termodifikasi. Perangkat hukum tersebut merupakan jaminan sebagai
patokan berlangsungnya proses peradilan anak, karena hal itu menyangkut
dalam hal kepastian hukum dan kesebandingan hukum.
Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah sebagai unit
pelaksana teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga
Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia di Propinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai
Pemasyarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan
kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang
menjiwai kata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum
dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar
hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan
baru dalam memberlakukan narapidana atau pun tersangka/terdakwa anak
yang lebih bersifat mengayomi masyarakatan dari gangguan kejahatan.
Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan
mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah
atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat
menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
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masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai
Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan
klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA)
dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan
dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
Perihal klasifikasi tersebut didasarkan atas lokasi, beban kerja, dan
wilayah kerja. Berdasarkan hal tersebut, Balai Pemasyarakatan
diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu:
1) Balai Pemasyarakatan Kelas 1;
2) Balai Pemasyarakatan Kelas 2.
2. Tinjauan Tentang Pembimbingan
a. Pengertian Bimbingan
Menurut Dra. CM. Marianti Soewandi, Bc. IP, bimbingan dapat
diartikan sebagai proses pemberian bantuan yang terus menerus dan
sistematis yang ditujukan pada individu/klien agar supaya dapat
memecahkan masalahnya, mampu memahami diri sendiri (self
understanding), mampu mengarahkan dirinya (self directing) sesuai
dengan potensi dan kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri
dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan
lingkungan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada dalam
masyarakat. (CM Marianti Soewandi, 2003:31)
Bimbingan pada hakekatnya sama dengan pembinaan yang berakar
dari bidang pendidikan yang berarti menunjukkan jalan, memberi
petunjuk dan peringatan. Jadi bimbingan kepada klien berarti memberi
bantuan kepada klien yang bersangkutan karena mengalami
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permasalahan untuk memberi pemecahan, baik pemecahan sosial
maupun hukum. (CM Marianti Soewandi, 2003:26-27)
b. Bimbingan Klien Pemasyarakatan
Bimbingan klien adalah suatu pelaksanaan dalam rangka penegakan
hukum, sama halnya dengan pembinaan yang dilakukan di dalam
Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi sebagai salah satu pelaksanaan
sistem pemasyarakatan yang dilakukan di luar Lembaga
pemasyarakatan. Jadi dalam hal ini kegiatan yang dilakukan dalam
rangka pembinaannya hampir sama tetapi hanya berbeda lokasinya saja.
Bimbingan klien pemasyarakatan pada hakekatnya adalah
pembinaan klien di luar Lembaga sebagai salah satu sistem perlakuan
terhadap warga binaan pemasyarakatan. Untuk membimbing klien tidak
lepas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk warga binaan
pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari
kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali  di masyarakat.
Secara singkat bimbingan klien adalah daya upaya yang bertujuan
untuk memperbaiki klien dengan maksud secara langsung dapat
menghindarkan diri atas terjadinya pengulangan tingkah laku atau
perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang berlaku.
Bimbingan klien ini dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, di
dalam keluarga tidak di dalam Lapas. Bimbingan yang diberikan
harus dapat mendorong dan memantapkan hasrat klien untuk
sembuh dan memiliki kedudukan sosial serta dapat melaksanakan
peran sosialnya secara wajar dalam masyarakat. (CM Marianti
Soewandi, 2003:31)
3. Tinjauan Tentang Anak Nakal
a. Pengertian Anak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak didefinisikan
sebagai keturunan pertama (sesudah ibu bapak) dan anak-anak adalah
manusia yang masih kecil belum dewasa. (JS. Badudu, Sutan
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Mohammad Zain, 1996:44-45). Dalam hukum Indonesia, terdapat
pluralisme terhadap kriteria anak, hal ini dapat terlihat karena tiap-tiap
peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria
tentang anak. Antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Anak menurut KUHP
Dalam Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa ialah
apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu,
ketika ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh
memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang
tuanya; walinya atau pemeliharanya, atau memerintahkannya supaya
diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu
hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini sudah
dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak.
2) Anak menurut Hukum Perdata
Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, “Orang belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun
dan tidak lebih dahulu kawin.”
3) Anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak
Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak merumuskan bahwa ”Anak adalah orang dalam
perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun,
tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
menikah.” Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si
anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam
perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si
anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus
karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun
umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
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4) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan
Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok
Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diijinkan kawin apabila
telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita
telah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun. Penyimpangan
atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada
Pengadilan Negeri.
5) Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, ”Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.”
Dari uraian mengenai pengertian anak dapat disebutkan beberapa
unsur sebagai persyaratan yang harus ada bagi seorang anak yang
perbuatannya dapat digolongkan sebagai kenakalan anak, yaitu:
a) Subjek yang melakukan adalah pria dan/atau wanita di bawah usia
tertentu;
b) Melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di negaranya;
c) Tidak dapat diperbaiki sifatnya;
d) Secara sadar bekerja sama untuk melakukan pelanggaran atau
kejahatan dengan orang lain terutama bersifat amoral;
e) Tanpa sebab yang patut diketahui dan tanpa ijin orang tua atau
walinya pergi dari rumahnya dan menetap;
f) Tanpa pengetahuan orang tuanya atau walinya sering mengunjungi
tempat-tempat yang reputasinya buruk;
g) Berulang-ulang pergi ke tempat yang tertentu atau yang diragukan
haknya;
h) Sering mengeluarkan perkataan yang tidak patut diucapkan;
i) Dipersalahkan melakukan tindakan yang melanggar norma-norma
yang berlaku. (Romli Atmasasmita, 1984:19).
b. Pengertian Anak Nakal
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak, ”Anak nakal adalah:
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut
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peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat
yang bersangkutan.”
Pelanggaran pidana oleh anak lebih merupakan kegagalan proses
sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh
karena itu keputusan hakim dalam perkara anak harus
mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas
sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja.
Dikaitkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. Pada Pasal 16 dirumuskan bahwa setiap anak
berhak memperoleh perlindungan anatara lain penjatuhan hukuman
yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau penjatuhan
pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Gunarto, S.
Sos, S.H., http://www.wordpress.com: 5 Juni 2010, pukul 22.50)
Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sering disebut dengan
juvenile delinquency. Di Indonesia istilah juvenile delinquency dikenal
sebagai istilah kenakalan anak yang dikategorikan sebagai tindak pidana.
Adapun tindak pidana tersebut meliputi pelanggaran dan kejahatan.
Menurut Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Prof. Barda Nawawi Arief, S.H.,
pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak
sering terungkap dalam berbagai pernyataan, antara lain:
1) Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan janganlah
dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai
orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang;
2) Pendekatan yuridis atau hukum terhadap anak nakal hendaknya lebih
mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan
kejiwaan yang sejauh mungkin menghindari proses hukum yang
semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental,
dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang
dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan
kemandirian anak dalam arti yang wajar. (Muladi, Barda Nawawi
Arief, 1992: 115)
Pidana anak adalah hukuman yang sengaja dijatuhkan kepada anak
nakal yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
Sedangkan kata ”terpidana anak” mengarah kepada subjek yang
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melakukan perbuatan tindak pidana, yaitu anak. Jadi dapat disimpulkan
pengertian terpidana anak adalah anak yang dijatuhi hukuman karena
secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.
Proses pemidanaan yang diterapkan kepada anak nakal berbeda
dengan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam beberapa pasalnya
menganut beberapa asas yang membedakan antara sidang pidana anak
dengan sidang pidana dewasa, antara lain:
1) Pembatasan umur (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 ayat (1))
Yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan
secara limitatif, yaitu minimal berusia 8 (delapan) tahun dan
maksimal berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
2) Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 ayat (2))
Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak
hanyalah terbatas hal-hal yang menyangkut perkara anak nakal;
3) Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 ayat (5), (6), dan (7))
Perkara anak nakal harus ditangani pejabat-pejabat khusus, seperti:
a) Di tingkat penyidikan oleh penyidik anak;
b) Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak;
c) Di pengadilan oleh hakim anak.
4) Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat (11))
Undang-Undang ini mengakui peranan dari Pembimbing
Kemasyarakatan (PK), pekerja sosial, dan pekerja sosial sukarela;
5) Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1))
Pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana
kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, dan penasehat
hukum tidak memakai toga;
6) Keharusan Splitsing (Pasal 7)
Anak tidak boleh diadili bersama orang dewasa, baik yang berstatus
sipil maupun militer. Apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan
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anak-anak dan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang
pengadilan anak.
Pidana yang dijatuhkan kepada anak berbeda dengan pidana yang
dijatuhkan terhadap orang dewasa. Hal tersebut dilakukan berdasarkan
pada pertimbangan faktor psikologis dan perkembangan kepribadian
anak. Selain itu juga memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan
anak yang melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap anak-anak adalah:





2) Pidana tambahan, meliputi:
a) Perampasan barang-barang tertentu;
b) Pembayaran ganti kerugian.
Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada
anak nakal adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana
bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan
hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, maka ancaman pidana
yang dapat dijatuhkan terhadap anak tersebut adalah maksimal 10
(sepuluh) tahun penjara.
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai
dengan Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak yaitu paling lama setengah dari maksimum
ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Demikian juga dengan
pidana denda yang dijatuhkan kepada anak nakal, menurut Pasal 28 dari
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pidana
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denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah setengah dari
maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Dalam hal pidana
pengawasan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal yang melakukan
tindak pidana adalah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2
(dua) tahun. Pidana pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh
jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-
hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan
oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
Selain penjatuhan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 24
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak
nakal dapat pula dijatuhi tindakan, yaitu:
a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,
pembinaan, dan latihan kerja;
c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan,
dan latihan kerja.
Mengenai perbedaan tradisional antara pidana dan tindakan, Prof.
Sudarto mengemukakan sebagai berikut, ”Pidana adalah
pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat,
sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan
untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis,
pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang
mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu
bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang
yangtidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana, terhadap
orang ini dapat dijatuhkan tindakan.” (Muladi,1998:8).
c. Hak-Hak Anak
Anak sebagai generasi penerus bangsa telah mendapatkan
kedudukan di dunia internasional. Dengan banyaknya pelanggaran
terhadap hak-hak anak maka terdapat berbagai macam peraturan yang
melindungi hak-hak anak agar perkembangan anak berjalan dengan baik.
Peraturan yang bersifat internasional ini selanjutnya diikuti oleh negara-
negara di dunia dengan meratifikasinya. Begitu juga dengan Indonesia
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sehingga Indonesia juga mempunyai peraturan-peraturan hukum yang
mengatur mengenai perlindungan terhadap hak anak. Beberapa hak-hak
anak yang diatur antara lain:
1) Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak (Child Right Convention)
Konvensi Hak Anak diselenggarakan pada tanggal 20
November 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum
Perserikatan Bangsa Bangsa yang ke-44, yang selanjutnya telah
dituangkan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 44/25
tanggal 5 Desember 1989. Konvensi tersebut merupakan salah satu
konvensi yang sangat bersejarah dan penting yang khusus membahas
mengenai hak anak, dimana Konvensi tersebut merupakan konvensi
tentang hak asasi yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara
di dunia.
The Convention is important because it serves to focus attention
on children's issues and it provides the legal basis for
improving the living conditions for children worldwide. The
Convention seeks to establish certain minimum standards that
all governments that sign the doctrine agree to follow, which
guarantee a child's basic needs, protections, and freedoms.
Article 19 of the Convention specifies that State Parties (i.e.,
governments that ratify the Convention) must take appropriate
measures to protect children from "all forms of physical or
mental violence, injury or abuse, neglect or negligent
treatment, maltreatment or exploitation." (Konvensi ini penting
karena memberikan perhatian khusus pada permasalahan anak-
anak dan memberikan dasar hukum bagi peningkatan keadaan
hidup bagi anak di dunia. Konvensi ini berusaha untuk
menetapkan standar minimum tertentu dimana negara-negara
yang menandatangani konvensi setuju untuk mengikuti, yang
menjamin kebutuhan dasar anak-anak, perlindungan, dan
kebebasan. Pasal 19 Konvensi tersebut menyebutkan bahwa
Negara peserta (yaitu Negara yang meratifikasi Konvensi)
harus mengambil langkah yang tepat untuk melindungi anak
dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, pencederaan
dan penyalahgunaan, pengabaian atau perlakuan penglalaian,
penganiayaan atau eksploitasi). (Sureshrani Paintal, 1999: 36)
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Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah
meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Adapun hak-hak anak menurut
Konvensi Hak Anak jo Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Ratifikasi Hak Anak adalah sebagai berikut:
a)Hak Hidup (Survival Rights), perlindungan ini meliputi:
(1) Anak mempunyai hak untuk hidup (Pasal 6);
(2) Hak atas tingkat kehidupan yang layak atas kesehatan dan
pelayanan kesehatan (Pasal 24).
b) Hak Mendapatkan Perlindungan (Protection Rights), hak ini
meliputi:
(1) Larangan diskriminasi anak;
(2) Larangan eksploitasi anak;
(3) Perlindungan anak dalam krisis dan darurat.
c)Hak Untuk Tumbuh Kembang (Development Rights), hak ini
meliputi:
(1) Hak mengambil langkah legislasi dan administrasi (Pasal 4);
(2)  Hak hidup (Pasal 6);
(3)  Hak untuk mempertahankan identitas (Pasal 8);
(4) Hak untuk dipisahkan dari orang tuanya (Pasal 9);
(5)  Hak menjamin repatriasi keluarga (Pasal 10);
(6) Hak menyatakan pendapat secara bebas dan untuk didengar
(Pasal 13);
(7)  Hak untuk kemerdekaan berpikir (Pasal 14);
(8)  Hak atas kebebasan untuk berkumpul (Pasal 15);
(9) Hak memperoleh informasi (Pasal 17);
(10) Hak anak menikmati norma kesehatan tertinggi (Pasal 24);
(11) Hak mendapat pendidikan baik formal maupun nonformal
(Pasal 28 dan Pasal 29);
(12) Hak bermain dan berekreasi ke luar negeri.
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d) Hak Berpartisipasi (Participation Rights), meliputi:
(1) Menjamin pandangan anak;
(2) Hak untuk menyatakan pendapat secara bebas (Pasal 13);
(3)  Hak anak untuk berkumpul (Pasal 15).
2) Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 mengatur secara khusus
mengenai hak anak. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap
anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan
perlindungan dari perlakuan:
a)Diskriminasi;
b)Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
c)Penelantaran;
d)Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e)Ketidakadilan; dan
f) Perlakuan salah lainnya.
4. Tinjauan Tentang Balai Pemasyarakatan Surakarta
a. Pembentukan Balai Pemasyarakatan Surakarta
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta adalah pranata (UPT)
untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan di Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di Wilayah kerja Kantor
Wilayah Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Area tugas
(wilayah kerja) Balai Pemasyarakatan Surakarta meliputi se-Eks
Karisidenan Surakarta, yaitu: Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar,
Wonogiri, Sragen dan Klaten (Sobosuka wonosraten). Balai
Pemasyarakatan Surakarta beralamat di Jalan RM. Said Nomor 259
Surakarta.
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Balai Pemasyarakatan Surakarta pada awalnya bernama Balai
Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) yang
didirikan pada tanggal 1 Januari 1972 berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor DPP.4.1/9/11 tanggal 24
Februari 1972 yang wilayah kerjanya meliputi Kotamadya Surakarta dan
eks Karesidenan Surakarta meliputi Sukoharjo, Sragen, Karanganyar,
Boyolali, Klaten, dan Wonogiri.
Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor M.01-PR.97.03 tahun 1997 tanggal 12
Februari 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor 02-PR.07.03 tahun 1987, maka terhitung
mulai Selasa, 15 April 1997 nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan
Pengentasan Anak (BISPA) Surakarta mengalami perubahan menjadi
Balai Pemasyaraktan (BAPAS) Surakarta.
b. Visi, Misi, dan Tujuan Balai Pemasyarakatan Surakarta
VISI : memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan
penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota
masyarakat dan makluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia yang
mandiri.
MISI : meningkatkan pelaksanaan pelayanan pembimbingan warga
binaan pemasyarakatan (klien pemasyarakatan) dalam rangka penegakan
hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pencapaian dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
TUJUAN : membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan
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dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung
jawab.
c. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Surakarta
Tugas pokok Balai pemasyarakatan Surakarta meliputi:
1) Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (litmas), untuk:
a) Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan
Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar
sidang;
b) Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan
dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak
antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan
masyarakat;
c) Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam
proses pemberian Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan
menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik;
2) Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan
Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi
Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
3) Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang
berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana
Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus
mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh
Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan;
4) Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan
mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan,
guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan;
5) Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.
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Sedangkan fungsi Balai Pemasyarakatan Surakarta meliputi:
1) Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan;
2) Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan;
3) Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
4) Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP
(Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara
dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;
6) Melakukan urusan Tata Usaha BAPAS.
(http://www.bapassurakarta.co.id, tanggal 19 April 2010 pukul
11.00).
B. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak menyatakan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat
dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh Undang-Undang
tersebut. Penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud di atas adalah penjatuhan
pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak sebagaimana telah diuraikan pada uraian sebelumnya. Selain penjatuhan
pidana, dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, anak nakal dapat pula dijatuhi tindakan, yaitu:
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja;
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja.
Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan
oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tersebut.
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Pembimbingan tersebut bersifat pengawasan terhadap kehidupan sehari-hari
dari klien pemasyarakatan tersebut. Dari kegiatan pembimbingan yang
dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan
tersebut nantinya dapat diketahui peran Balai Pemasyarakatan dalam
pembimbingan terhadap terpidana anak, serta kendala-kendala apa saja yang
dihadapi dalam pembimbingan terhadap terpidana anak oleh Balai
Pemasyarakatan tersebut.
Gambar 2: Kerangka Pemikiran
UU Nomor 3 Tahun 1997
Tindakan Yang Ditentukan UUDijatuhi Pidana












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan
Terhadap Anak Nakal
Balai Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi yang berkaitan erat
dengan sistem peradilan pidana yang melaksanakan penegakan hukum dengan
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat tanpa mengabaikan nilai-
nilai hak asasi manusia sebagai salah satu tugas yang harus dijalankan. Balai
Pemasyarakatn merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menangani
pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Pembimbingan yang dimaksud
adalah terhadap klien anak maupun klien dewasa. Khusus untuk klien anak
diberikan perlakuan khusus dengan dilibatkannya petugas Pembimbing
Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatn dalam proses hukumnya,
mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan
putusan/vonis hakim.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Retno Siti Sari yang saat
penelitian dilakukan menjabat sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak
di Balai Pemasyarakatan Surakarta, diperoleh informasi bahwa peran Balai
Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal dilakukan oleh
petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan yang
memdampingi klien anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan,
hingga pelaksanaan putusan hakim. Pembimbing kemasyarakatan (PK)
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak
nakal, hal ini terjadi karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga)
peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum, yaitu:
1. Pra Ajudikasi
Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses
penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian. Dalam tahap ini
48
pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat
laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas pemintaan pihak
penyidik kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut
nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan
dam membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal
tersebut.
Apa sebenarnya Litmas atau Case Study itu tiada lain:
1) Untuk menetukan diagnosa, atau assesment maupun untuk
penentuan terapi, langkah-langkah apa setelah ada litmas sebagai
hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi klien, dan strategi
tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat
bagi klien yang bersangkutan maupun untuk tahanan, Napi, dan
Anak didik.
2) Juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan,
atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam
pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi. (CM Marianti
Soewandi, 2003:74)
Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing
kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang
peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing
kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi
secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi
anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas
dimana anak nakal tersebut bersosialisasi. Untuk menjalankan peran
tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil penelitian
kemasyarakatan (litmas) yang baik, pembimbing kemasyarakatan
melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur
standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang
mencakup:
a. Pengumpulan Informasi
Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan
mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan
pembuatan laporan, seperti:
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1) Anak nakal itu sendiri;
2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian;
3) Orang-orang yang mengetahui diri klien, misal:keluarga, pamong
desa setempat, teman sekolah, dan sebagainya;
4) Kolega (informasi dari teman kerja, petugas Lembaga
Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani
klien sebelumnya, dan sebagainya).
b. Wawancara
Dalam wawancara dengan klien anak, pembimbing kemasyarakatan:
1) Menjelaskan alasan mengapa mewawancarai klien anak;
2) Menjelaskan kepada klien tentang hak dan kewajiban klien;
3) Menggunakan pendekatan-pendekatan untuk mengakomodir
situasi/kondisi dan reaksi klien anak dengan mempertimbangkan
aspek-aspek sebagai berikut:
a) Pengalaman-pengalaman individu klien yang berhubungan
dengan sistem pidana;
b) Usia, kebudayaan/nilai, tingkat pemahaman kognisi;
c) Sikap individu ke arah:
(1) kejahatan;
(2) kemungkinan-kemungkinan hukuman, terutama hukuman
penjara;
(3) harapan-harapan klien anak.;
4) Mengeksplorasi sikap-sikap klien anak, seperti:penyesalan, perasaan
bersalah, keinginan untuk berubah, tidak berkeinginan untuk
melakukan perbuatan tindak pidana di kemudian hari, dan
sebagainya.
c. Analisa informasi
Dalam menganalisa informasi, data, dan fakta yang telah diperoleh,
pembimbing kemasyarakatan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:
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1) Hak asasi manusia klien anak;
2) Kesejahteraan klien anak;
3) Masa depan klien anak;
4) Permasalahan dan kebutuhan tertentu klien anak;
5) Kejahatan/pelanggaran klien anak, meliputi:
a) Kejahatan/pelanggaran yang terperinci (detail of offence);
b) Penyebab dilakukannya kejahatan;
c) Akibat dari kejahatan yang dilakukan;
d) Pola-pola kejahatan (apakah klien anak memiliki sejarah
kejahatan sebelumnya), apabila pernah, bagaimana
perbandingan antara kejahatan sekarang dengan kejahatan yang
dilakukan sebelumnya.;
6) Hubungan antara informasi yang diterima, kejahatan yang dilakukan
klien anak, kebutuhan dan masa klien anak.
d. Penulisan laporan
Dalam penulisan hasil laporan penelitian kemasyarakatan (litmas),
pembimbing kemasyarakatan harus memperhatikan:
1) Memperhatikan pedoman pembuatan laporan penelitian
kemasyarakatan (litmas) model jenis buku daftar permintaan Litmas
dan jurnal, buku daftar A.2, dalam Surat Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia
tentang Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987;
2) Memperhatikan standard penulisan laporan yang baik, meliputi:
a) Laporan yang dibuat memperhatikan tujuan pembuatan laporan;
b) Laporan yang dibuat harus jelas, padat, akurat, dan menyeluruh;
c) Laporan yang dibuat harus objektif dan tidak berupa pendapat
yang bersifat subjektif;
d) Laporan yang dibuat harus logis dan berurutan (sistematis);
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e) Laporan yang dibuat berdasarkan analisa-analisa informasi dan
penilaian yang mendalam dari seorang profesional pembimbing
kemasyarakatan (PK) yang berkualitas;
f) Laporan yang dibuat berdasarkan informasi yang relevan;
g) Laporan yang dibuat menggunakan tata bahasa yang baik,
seperti penggunaan tanda baca, dan sebagainya;
h) Laporan yang dibuat dicetak dengan penampilan yang menarik.;
3) Menghasilkan saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi yang kuat
dan rasional untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil
putusan hukuman/vonis dengan mempertimbangkan aspek-aspek
kepentingan dan masa depan klien anak.
2. Ajudikasi
Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai
dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang
selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut
Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai
melakukan pemeriksaan kepada anak nakal, maka selanjutnya akan
didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya
penetapan sidang. Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak nakal
atau klien anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK),
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak yang berbunyi:”Dalam perkara Anak Nakal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat
Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh
dan saksi wajib hadir dalam sidang.”
Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa, “Putusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan Penelitian
Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.” Dari bunyi Pasal
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tersebut di atas jelas tertulis bahwa begitu pentingnya peran laporan
penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pembimbing kemasyarakatan
(PK) dalam menentukan putusan hakim terhadap perkara anak nakal.
Bahkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut bersifat mutlak karena
pengertian kata “wajib” dalam penjelasannya dikatakan bahwa apabila
ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berakibat pada batalnya putusan
hakim demi hukum.
3. Post Ajudikasi
Apabila anak nakal atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis
oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas
untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak
tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi:
“Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang
berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana
pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus
mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan
bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.”
Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien
Pemasyarakatan, bimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap
berdasarkan kebutuhan dan permasalahan klien yang meliputi:
a. Bimbingan tahap awal, yang terdiri dari:
1) Penelitian Kemasyarakatan;
2) Menyusun rencana program bimbingan;
3) Pelaksanaan program bimbingan;
4) Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan
rencana bimbingan tahap lanjutan.
b. Bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari:
1) Pelaksanaan program bimbingan;
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2) Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan
rencana bimbingan tahap akhir.
c. Bimbingan tahap akhir, yang terdiri dari:
1) Pelaksanaan program bimbingan;
2) Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program
bimbingan;
3) Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan
dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan
tambahan (after care);
4) Mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien;
5) Mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh
Kepala Balai Pemasyarakatan.
Sedangkan jenis bimbingan klien meliputi:
a. Pendidikan agama;
b. Pendidikan budi pekerti;
c. Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok;
d. Pendidikan formal;
e. Kepramukaan;
f. Pendidikan ketrampilan kerja;




k. Dan berbagai bentuk usaha penyembuhan klien yang belum tercakup
dalam butir a sampai j.
Mengingat tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak sekedar hanya
membuat hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), namun lebih dari
itu, seorang pembimbing kemasyarakatan harus bersikap profesional. Dengan
hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuatnya, harus mampu melaksanakan
seluruh perannya dalam sistem peradilan anak terpadu (Intregated Justice
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System), membuat saran terbaik bagi klien anak yang hanya ditujukan untuk
kepentingan terbaik bagi klien anak dan memenjarakannya merupakan bagian
akhir apabila usaha lain tidak bisa ditempuh lagi. Selanjutnya pembimbing
kemasyarakatan dituntut untuk dapat menggerakkan hati klien anak yang
ditanganinya sehingga timbul kesadaran diri klien anak tersebut dan dapat
mengembalikan rasa percaya diri klien anak agar mampu kembali berintegrasi
dengan masyarakat.
Dalam melaksanakan peran-peran profesionalnya dari tahap pra ajudikasi,
ajudikasi, hingga post ajudikasi, pembimbing kemasyarakatan menjalankan
beberapa peran profesional yang spesifik, antara lain:
1. Sebagai peneliti, yaitu mencari informasi, data, dan fakta dengan
menggunakan metode dan teknik penelitian untuk menghasilkan laporan
yang baik, berkualitas, dan objektif. Selanjutnya melakukan analisa-analisa
yang cerdas, tepat, dan akurat guna menghasilkan saran dan rekomendasi
yang kuat dan rasional;
2. Sebagai broker, yaitu dapat membantu menyediakan pelayanan sosial
kepada anak nakal atau klien anak yang sangat membutuhkan solusi terbaik
bagi diri anak nakal atau klien anak tersebut, karena setiap perbuatan yang
dilakukannya terdapat latar belakang yang menjadi sebab dilakukannya;
3. Sebagai mediator, diharapkan dapat menjadi penghubung antara klien anak
dengan berbagai sumber pelayanan sosial yang ada dalam masyarakat;
4. Public educator, yaitu dapat memberikan dan menyebarkan informasi
mengenai masalah dan pelayanan-pelayanan sosial yang tersedia;
5. Advocate, merupakan bentuk memberikan wawasan atau pengetahuan
mengenai hak-hak yang layak diperjuangkan oleh klien anak dalam
memperoleh pelayanan sehingga lembaga yang melayaninya lebih responsif
untuk memenuhi kebutuhan atau hak-hak klien anak;
6. Behaviour specialist, yaitu seorang pembimbing kemasyarakatan dapat
menjadi ahli yang dapat melakukan berbagai strategi dan teknik perubahan
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perilaku melalui pola pikir sehingga tercipta suatu keyakinan pada diri klien
anak;
7. Konsultan, adalah memberikan nasihat dan saran kepada klien anak
mengenai berbagai cara pemenuhan kebutuhan dan pemecahan suatu
permasalahan yang terjadi tanpa menimbulkan masalah baru;
8. Konselor, yaitu memberikan pelayanan konseling kepada klien anak sesuai
profesi pembimbing kemasyarakatan secara profesional.(Retno Siti Sari,
2006: 59)
Agar dapat menjalankan peran-peran profesionalnya seperti yang telah
diuraikan di atas, maka setiap pembimbing kemasyarakatan bukanlah orang-
orang sembarangan yang tidak tahu menahu tentang proses pemasyarakatan.
Syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan telah diatur dalam Pasal 4
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 1998 tanggal
3 Pebruari 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi
Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu:
1. Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan:
a. Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja Sosial;
b. Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan Lainnya.
2. Telah berpengalaman kerja sebagai pembantu Pembimbing
Kemasyarakatan bagi lulusan:
a. Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja Sosial berpengalaman
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
b. Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya berpengalaman
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan/Ruang II/a);
5. Telah mengikuti Pelatihan Teknis Pembimbing Kemasyarakatan;
6. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang kesejahteraan sosial;
dan
7. Semua unsur penilaian dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani
hukuman disiplin. (CM Marianti Soewandi, 2003:40)
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Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan
(PK) melaksanakan fungsinya sejak tersangka anak ditangkap oleh polisi dan
dibuatkan berita acara pemeriksaan hingga setelah terdakwa anak diputus oleh
hakim, Pembimbing kemasyarakatan selalu dilibatkan oleh kepolisian.
Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian guna menyusun penelitian
kemasyarakatan (litmas). Tanpa adanya hasil penelitian kemasyarakatan
(litmas) dari pembimbing kemasyarakatan, berkas perkara klien anak dianggap
belum lengkap dan sidang dapat dibatalkan demi hukum.
Tugas pokok dari pembimbing kemasyarakatan yang menangani perkara
anak adalah setelah ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasyarakatan untuk menjadi
pembimbing terhadap klien anak tersebut. Dengan ditugaskannya pembimbing
kemasyarakatan dalam menangani perkara klien anak, langkah pertama yang
dilakukan adalah mempersiapkan bahan untuk menyusun laporan penelitian
kemasyarakatan (litmas). Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut
dipergunakan untuk bahan persidangan perkara pidana dari klien anak tersebut,
guna menyusun dakwaan oleh penyidik, menyusun tuntutan oleh jaksa
penuntut umum, maupun bahan pertimbangan dalah menjatuhkan putusan oleh
hakim anak. (Retno Siti Sari, 2006:57)
Untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing
kemasyarakatan bekerjasama dengan klien anak yang bersangkutan, pihak
sekolah klien anak, keluarga klien anak, lingkungan di sekitar tempat tinggal
klien anak, aparat desa setempat, teman-teman sepermainan, dan juga pihak
korban. Dalam melakukan penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan,
pembimbing kemasyarakatan mendatangi rumah klien anak atau tempat
dimana klien anak tersebut ditahan dan memeriksanya dalam suasana
kekeluargaan. Penelitian kemasyarakatan disusun untuk mengetahui latar
belakang kehidupan klien hingga klien anak tersebut melakukan tindak pidana.
Dari hasil penelitian kemasyarakatan tersebut selanjutnya pembimbing
kemasyarakatan menyusun suatu kesimpulan dan saran atau pendapat terhadap
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klien yang diteliti tersebut berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang
bersifat objektif sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.
Setelah penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing
kemasyarakatan telah selesai, maka selanjutnya laporan penelitian tersebut
diserahkan kepada penyidik, penuntut umum anak, dan hakim pengadilan
negeri yang khusus menangani perkara anak. Pada hari sidang klien anak yang
telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan harus dipanggil untuk
mengikuti sidang guna mendampingi klien anak yang dibimbingnya. Setelah
persidangan dibuka oleh hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum,
selanjutnya terdakwa anak dipanggil masuk ruang sidang dengan didampingi
oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing
kemasyarakatan guna memberikan penjelasan atau menyampaikan laporan
hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) mengenai kehidupan kliennya. Dalam
acara persidangan tersebut pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan
saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan
dengan klien anak yang sedang diperiksa di pengadilan. Dari laporan penelitian
kemasyarakatan tersebut hakim dapat mempelajarinya guna mendapatkan data
yang lebih lengkap yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam menjatuhkan putusan.
Sebelum hakim menjatuhkan putusan final, terutama putusan pemidanaan,
diperlukan adanya latar belakang dan keadaan-keadaan dimana anak itu tinggal
dan keadaan yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Hal-
hal tersebut sudah terdapat dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang
dibuat oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.
Sebelum hakim memberikan putusan final harus memperhatikan prinsip-
prinsip:
1. Reaksi harus diambil secara proporsional, tidak hanya berdasar pada
keadaan berat ringannya tindak pidana, tetapi juga pada keadaan dan
kebutuhan si anak serta kepentingan masyarakat;
58
2. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi si anak hanya
dikenakan setelah melalui pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi
seminimal mungkin;
3. Perampasan kebebasan pribadi sebisa mungkin jangan dikenakan, kecuali
anak melakukan kejahatan serius terhadap orang lain atau terus-menerus
melakukan kejahatan serius dan tidak ada bentuk sanksi lain;
4. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam
mempertimbangkan perkara yang menyangkut anak nakal. (Waluyadi,
2009: 151-152)
Laporan penelitian kemasyarakatan sangat berpengaruh dalam
perkembangan anak di kemudian hari, karena dalam memutuskan perkara anak
dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dapat dilihat dengan
nyata keadaan si anak secara khusus atau pribadi. Sedangkan apabila hakim
memutus perkara anak tanpa adanya pertimbangan dari laporan penelitian
kemasyarakatan, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari
si anak karena hakim hanya boleh bertemu dengan si anak pada saat sidang
saja. Dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan, maka hakim
dapat melihat saran-saran yang diberikan oleh petugas pembimbing
kemasyarakatan yang membuat laporan penelitian kemasyarakatan tersebut
tentang tindakan-tindakan apa yang sebaiknya di ambil atau diputus oleh hakim
terhadap anak nakal tersebut guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan
anak nakal tersebut. (Wagiati Soetodjo, 2006: 46)
Pembimbing kemasyarakatan wajib membimbing dan mengawasi klien
anak setelah klien anak tersebut dijatuhi putusan oleh sidang pengadilan, baik
putusan pidana bersyarat, pidana percobaan, pidana penjara maupun pidana
lainnya. Bagi klien anak yang dijatuhi pidana bersyarat, bebas bersyarat,
ataupun pidana penjara tetapi mendapat cuti menjelang bebas, klien anak
tersebut wajib untuk mentaati syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim serta
wajib mentaati peraturan dan kegiatan yang ditetapkan oleh pembimbing
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kemasyarakatan. Maka selama waktu itu pembimbing kemasyarakatan wajib
membimbing dan mengawasi klien anak yang berada di bawah bimbingannya.
Sampai saat ini, teknik pembimbingan yang dilakukan oleh Balai
Pemasyarakatan Surakarta dilakukan melalui tiga cara, yaitu:
1. Memerintahkan terbimbing atau klien anak untuk datang ke Balai
Pemasyarakatan guna diberikan pengertian, ketrampilan, dan saran-saran
yang juga berfungsi sebagai lembaga pengawasan;
2. Diadakan kunjungan ke rumah klien anak untuk melihat kemajuannya dan
situasi keluarga serta lingkungannya;
3. Mengadakan hubungan surat menyurat demi terjalin hubungan batin yang
bersifat pribadi. Namun pada kenyatannya karena kesibukan atau
kurangnya kemampuan untuk membuat surat, hal ini sulit dicapai.
Kalaupun ada hubungan surat menyurat hanya yang bersifat formil saja.
Selama tahun 2010, Balai Pemasyarakatan Surakarta telah menerima 180
perkara klien pemasyarakatan. Dari 180 klien tersebut, 111 diantaranya sudah
diputus oleh pengadilan dan pembimbingannya sudah selesai. Berikut daftar
Pembimbing Kemasyarakatan Bimbingan Klien Anak Balai pemasyarakatan
Surakarta beserta klien yang di bimbing pada Bulan September 2010:
Tabel 1
Daftar Pembimbing Kemasyarakatan Dan Klien Yang Dibimbing
Daftar PK Nama Klien Tempat Bimbingan
1.  Retno Siti Sari Pendi Rahma S Polres Boyolali
2.  Dra. Endang Ardiyati Riyan Setyawan Polres Boyolali
3.  Ir. Sutarman Bayu Prakoso Saputro Polres Boyolali
4.  Hasan Asngari, A.Ks Fitra Yuli Polres Boyolali
5.  Purnami Handayani Tantowi Jauhari Polsek Karangpandan
6.  Samiyati, A.ks Aries Setyawan Polres Boyolali
7.  Retno Ambar Pratiwi Muhammad Sholikhin Bapas Pati
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8.  Tuti Endang Sulastri Dany M Kusuma Polres Wonogiri
9.  Ripres Iksanto, SH Ishadi Utomo Polsek Karangpandan
10. Suparjo, S.St Puguh Setyo Utomo Polres Boyolali
11. Iman Widodo Dimas Muhadi Polres Sragen
12. Sri Sulistiyani Dahlan Ari Wibowo Polres Boyolali
13. Rita Jatnikasari, A.Ks Dodit Apriyanto Polres Boyolali
14. Heri Pamungkas, SH Dita Arya Wibisono Polres Wonogiri
B. Kendala-Kendala yang Dialami Balai Pemasyarakatan Surakarta Dalam
Melakukan Pembimbingan Terhadap Anak Nakal
Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing
kemasyarakatan yang mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya,
pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala-
kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut
dialami baik dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan maupun
pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga tahap post ajudikasi. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Ibu Retno Siti Sari yang pada saat penelitian
dilakukan sedang menjabat sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak di
Balai Pemasyarakatan Surakarta maupun dengan pembimbing kemasyarakatan
lainnya yang bertugas pada bagian Bimbingan Klien Anak, dapat diperoleh
informasi mengenai kendala-kendala yang dialami pembimbing
kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, yaitu:
1. Aturan Hukum
Tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan
apabila dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak
terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan yang ada. Kadang-kadang masih terdapat adanya perkara
pidana anak tanpa adanya laporan penelitian tetapi perkara anak
tersebut tetap jalan. Sidang anak tetap jalan akan tetapi tanpa
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dihadirkannya pembimbing kemasyarakatan atau pembimbing
kemasyarakatan tidak diberi tempat duduk khusus ataupun tidak diberi
kesempatan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan
(Litmas). Hal-hal tersebut sering terjadi di persidangan anak. Padahal
dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
secara tegas mengatur mengenai hal-hal tersebut. Dalam Pasal 55
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
dengan jelas menyatakan bahwa: ”Dalam perkara anak nakal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum,
Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua, wali, atau
orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak.” Kata wajib
dalam bunyi Pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap sidang yang
berkaitan dengan anak nakal, kehadiran pembimbing kemasyarakatan
sebagai salah satu pihak dalam persidangan merupakan mutlak adanya.
Karena tugas dari pembimbing kemasyarakatan tersebut adalah sebagai
pendamping bagi anak nakal selama proses hukumnya berlangsung.
Hal tersebut diperkuat dengan bunyi Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan
bahwa: ”Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua,
wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing
Kemasyarakatan.”
Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak juga dengan jelas menyatakan bahwa:
”Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing
Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian
kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.” Isi Pasal tersebut
mengandung pengertian bahwa adanya laporan hasil penelitian
kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan merupakan suatu
syarat mutlak yang harus ada sebelum sidang tentang perkara anak
nakal dilakukan.
Meskipun telah diatur secara tegas dalam undang-undang, akan
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tetapi dalam kenyataannya masih sering dijumpai adanya
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut yaitu
perkara anak tetap disidangkan meskipun tidak adanya laporan
penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan ataupun
tanpa hadirnya pembimbing kemasyarakatan, dan hal itu tidak
menimbulkan suatu implikasi atau akibat hukum yang tegas, serta jika
aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak tersebut dilanggar, tidak menyebutkan adanya suatu sanksi yang
mengaturnya.
2. Koordinasi
Dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap
anak nakal, Balai Pemasyarakatan memang hanya bersikap pasif. Hal
tersebut mengandung arti bahwa Balai Pemasyarakatan hanya
menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun
Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian
kemasyarakatan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana.
Dengan demikian peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan
pembimbingan terhadap anak nakal sangat ditentukan oleh aparat
penegak hukum yang lain yang menangani perkara pidana yang
dilakukan oleh anak.
Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai peradilan terhadap anak, dalam hal ini
Undang-Undang Nomor 3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak antara
aparat penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, mengakibatkan
tidak adanya kesepahaman dalam penanganan perkara pidana yang
melibatkan anak nakal. Perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan
tidak adanya koordinasi yang jelas antara Balai Pemasyarakatan dengan
aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara anak.
Masih sering dijumpai adanya penyelesaian perkara anak melalui
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persidangan tanpa adanya peran dari Balai Pemasyarakatan, padahal
peran Balai Pemasyarakatan dalam setiap perkara yang melibatkan
anak nakal harus ada dan telah diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal
57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Lemahnya koordinasi antar sesama penegak hukum yang menangani
perkara anak dapat mengakibatkan penyelesaian perkara anak nakal
menjadi terhambat yang berdampak pula pada lamanya penyelasaian
suatu perkara yang melibatkan anak nakal.
3. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas
Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu kendala dalam
pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan dalam pembimbingan
terhadap anak nakal. Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai
Pemasyarakatan yang kurang maksimal dan terjebak dengan adanya
rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor sehingga
bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara anak nakal
yang ditangani oleh Balai pemasyarakatan Surakarta relatif sedikit.
Selain itu, kurang atau tidak adanya pendidikan dan latihan dalam hal
penanganan perkara pidana anak terhadap pembimbing kemasyarakatan
di Balai Pemasyarakatan Surakarta yang berakibat pada tidak
berkembangnya pola pikir petugas Balai Kemasyarakatan. Hal tersebut
berakibat pula pada mental para petugas Balai Pemasyarakatan
Surakarta yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau
berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena
merasa tidak profesional.
4. Sarana dan Prasarana
Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya untuk
menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu guna
menyusun laporan penelitian kemasyarakatan maupun mengikuti dan
menghadiri persidangan anak kurang didukung dengan adanya sarana
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dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang
dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam melakukan proses
pembimbingan terhadap anak nakal bisa dibilang cukup
memprihatinkan.
Menurut penelitian yang Penulis lakukan sendiri di Balai
Pemasyarakatan Surakarta, sarana dan prasarana yang ada di sana
sangat berbeda jauh dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada
pada kantor penegak hukum lainnya, seperti pada kantor polisi maupun
kantor kejaksaan. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan
laporan penelitian kemasyarakatan oleh petugas Balai Pemasyarakatan
Surakarta, hanya tersedia satu buah unit komputer tua pada tiap-tiap
ruangan atau tiap-tiap bagian unit kerjanya. Sehingga para pembimbing
kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Surakarta sering berebut
komputer untuk menjalankan tugasnya. Keterbatasan jumlah komputer
tersebut mengakibatkan para pembimbing kemasyarakatan di Balai
Pemasyarakatan Surakarta mau tidak mau harus menggunakan
komputer pribadi untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Keterbatasan
tersebut tentu saja mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja petugas
Balai Pemasyarakatan. Padahal petugas pembimbing kemasyarakatan
dituntut untuk bertindak cepat karena dipaksakan dengan masa
penahanan tersangka atau terdakwa anak yang relatif singkat waktu
penahanannya.
Contoh lainnya adalah keterbatasan kendaraan dinas bagi petugas
Balai pemasyarakatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut
pengamatan Penulis di Balai Pemasyarakatan Surakarta hanya terdapat
satu buah mobil dinas tua yang tentu saja tidak memadai untuk
menjalankan tugas-tugas petugas di Balai pemasyarakatan Surakarta.
Dalam menjalankan tugas sehari-hari, para petugas Balai
Pemasyarakatan biasanya menggunakan kendaraan pribadi petugas
Balai Pemasyarakatan itu sendiri yang tentu saja secara tidak langsung
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mengurangi hak petugas Balai Pemasyarakatan itu sendiri.
Berdasarkan sebagian kecil gambaran mengenai sarana dan
prasaran yang ada di Balai Pemasyarakatan Surakarta di atas, tentu saja
berbeda jauh keadaannya dengan sarana dan prasarana yang dimiliki
oleh kantor-kantor aparat penegak hukum lainnya. Adanya perbedaan
kondisi tersebut tentu saja dapat mengakibatkan adanya kesenjangan
sosial yang mencolok antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat
penegak hukum lainnya. Padahal seperti kita tahu bersama bahwa Balai
Pemasyarakatan juga merupakan salah satu aparat penegak hukum yang
sangat berperan penting dalam proses peradilan pidana khususnya yang
melibatkan anak-anak, sehingga kesenjangan antara Balai
Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya harusnya
dihapuskan demi terciptanya kesetaraan dalam pelaksanaan fungsi
masing-masing aparat penegak hukum.
5. Wilayah Kerja yang Luas
Wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Surakarta terdiri dari
Kotamadya Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten dan
Kabupaten Boyolali. Wilayah hukum tersebut termasuk pula batas-
batas paling luar dari masing-masing kabupaten. Dengan adanya
keterbatasan sarana berupa kendaraan dinas, maka pada saat ada tugas
kunjungan ke kediaman klien anak yang tempat tinggalnya sangat jauh
dan terpencil, untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil tersebut
sangat sulit untuk dilakukan, apalagi bagi petugas Balai
Pemasyarakatan perempuan.
6. Faktor Keluarga Klien
Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya masing-
masing. Akan tetapi tidak semua orang tua mau bertanggung jawab
terhadap anaknya yang telah menjadi anak nakal. Bagi orang tua yang
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mempunyai anak yang susah diatur dan sudah berulang kali melakukan
tindak pidana, seringkali sudah tidak mau bertanggung jawab lagi
terhadap anaknya tersebut. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas Balai
Pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak nakal
tersebut, karena bagaimanapun juga orang tua tetap berperan dalam
penyelesian perkara yang melibatkan anaknya, misalnya: ketersediaan
orang tua untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan anaknya,
dan sebagainya. Apabila orang tua sudah tidak mau tahu lagi dengan
perkara yang sedang dialami anaknya, tentu saja orang tua tersebut
tidak mau memberikan keterangan sama sekali. Hal tersebut dapat
menyulitkan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai
pemasyarakatan dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan
(Litmas). Padahal laporan penelitian kemasyarakatan merupakan suatu
unsur yang harus ada dalam setiap proses perkara yang melibatkan anak
nakal.
7. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana
Anggaran atau dana merupakan sesuatu yang sangat vital dalam
setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana mungkin suatu
pekerjaan tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Ibu Retno Siti Sari yang pada saat penelitian dilakukan sedang
menjabat sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak, diperoleh
informasi bahwa kesenjangan anggaran antara Balai Pemasyarakatan
dengan aparat penegak hukum yang lain sangat jauh, baik alokasi
anggaran operasional, administrasi, maupun kesejahteraan pegawai.
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa alokasi dana untuk
operasional pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan sangatlah
minim, yaitu hanya Rp.15.000-Rp.20.000,00 untuk tiap kali sidang.
Dana tersebut terbilang sangat minim untuk operasional petugas.
Padahal lokasi sidang sebagian besar jaraknya jauh dengan kantor Balai
Pemasyarakatan, itupun para petugas harus menggunakan kendaraan
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pribadi yang tentu saja membutuhkan bahan bakar padahal tidak ada
tambahan dana transportasi. Hal tersebut menjadi salah satu kendala
yang sangat penting untuk segera diperbaiki.
Dengan adanya kendala-kendala seperti yang telah diuraikan di atas,
maka tentu saja harus ada pemecahan masalah atau solusi yang harus
dipikirkan guna menghadapi kendala-kendala tersebut. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Ibu Retno Siti Sari selaku Kepala Subseksi Bimbingan
Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Surakarta, dapat diperoleh informasi
solusi-solusi terhadap kendala-kendala tersebut di atas, yaitu:
1. Aturan Hukum
Perlu ditekankan adanya payung hukum bagi petugas pembimbing
kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam
menghadin/mengikuti persidangan anak. Hendaknya dilaksanakan
sesuai dengan aturan yang sudah ada dan perlu ditambah dengan
adanva sanksi kalau memang selama persidangan anak tidak sesuai
dengan peraturan yang ada dalam pelaksanannya. Seperti sidang
perkara anak nakal haruss dilampirkan adanya laporan penelitian
kemasyarakatan. Jika tidak ada laporan penelitian kemasyarakatan
maka sidang anak tersebut tidak sah dan persidangan dianggap batal
demi hukum sebagai sanksinya atau hakim dapat menolak pelimpahan
perkara pidana anak dari jaksa apabila tidak dilampirkan bekas
perkaranya dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan. Dengan demikian perlu adanya hakim pengawas dan
pengamat (wasmat) untuk berperan aktif dalam melaksanakan
fungsinya sebagai hakim wasmat. Sehingga pelaksanaan persidangan
anak dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
1997. Antara hakim, jaksa, penasehat hukum dan petugas pembimbing
kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan berjalan seiring selaras
dengan aturan hukum yang telah ada dan apabila dan unsur-unsur
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tersebut tidak ada maka harus ada sanksi, hal itu diperlukan guna
menjaga atau melindungi hak anak sebagai terdakwa dan peran aktif
dari masing-masing aparat dalam melaksanakan fungsi dan perannya
dalam melaksanakan persidangan anak di Pengadilan.
2. Koordinasi
Perlu peningkatan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum
khususnya dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh
anak. Baik itu jaksa anak, hakim anak dan Balai Pemasyarakatan
mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepahaman
dalam penanganan perkara anak nakal, meskipun jika dilihat dari
Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, peran
Balai Pemasyarakatan dalam penyusunan laporan penelitian
kemasyarakatan sifatnya hanya menunggu permintaan dari instansi lain.
Akan tetapi dalam pelaksanaan persidangan anak hendaknya peran
Balai Pemasyarakatan turut aktif sesuai dengan apa yang telah
dituliskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3
tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan adanya satu
kesepahaman dalam mengartikan Undang-Undang Nomor 3 tahun
1997 tentang Pengadilan Anak, baik Jaksa Anak, Hakim Anak, dan
Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dalam
melaksanakan persidangan terhadap terdakwa anak dapat berjalan
sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing aparat.
3. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia saat ini merupakan modal utama dalam
pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan yang profesional
berpikiran maju sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman,
dalam menghadapi perkara anak nakal yang semakin komplek dan
modern. Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk bertindak
profesional dalam melaksanaan tugasnya yang memiliki pola pikir maju
sesuai dengan perkembangan jaman, tidak terjebak adanya rutinitas
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dalam pelaksanaan tugas. Guna meningkatkan kemampuan petugas
pembimbing kemasyarakatan yang handal dan profesional sebaiknva
petugas kemasyarakatan diukutsertakan dalam mengikuti pendidikan
dan latihan teknis pemasyaratakan yang khusus bagi pembimbing
kemasyarakatan atau diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan
formal di universitas-universitas terutama yang berkaitan dengan
bidang tugasnya. Dengan modal pendidikan yang cukup dan
profesional, pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak
merasa rendah diri jika duduk bersama dalam melaksanakan tugas di
persidangan anak.
4. Sarana dan Prasarana
Pembimbing kemasyarakatan yang profesional dituntut untuk
bertindak cepat, baik itu untuk penyusunan hasil laporan penelitian
kemasyarakatan atau ketika menghadiri persidangan anak. Guna
mendukung pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung sarana dan
prasarana yang memadai, seperti uang saku bagi pembimbing
kemasyarakatan yang cukup. Mengingat luasnya wilayah kerja Balai
Kemasvarakatan Surakarta yang meliputi tujuh wilayah Daerah
Tingkat II, tidak adanya kendaraan dinas bagi Pembimbing
Kemasyarakatan dalam mencari data guna kelengkapan data untuk
menyusun laporan penelitian kemasyarakatan, Pembimbing
Kemasyarakatan harus mengadakan kunjungan rumah (home visit) di
tempat tinggal klien dan ke sekolah, sehingga diperlukan kendaraan
dinas. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, Pembimbing
Kemasyaratan dapat melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan
penelitian kemasyarakatan dengan tepat waktu dan dapat menghadiri
persidangan anak sesuai dengan jadwal yang disampaikan ke Balai
Pemasyarakatan.
5. Wilayah Kerja yang Luas
Adanya kendala dari Balai Pemasyarakatan berupa wilayah kerja
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yang luas dapat diatasi dengan baik apabila Balai Pemasyarakatan
memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Jadi
penyelesaian kendala tersebut sangat berkaitan erat dengan
ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berupa kendaraan dinas
yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas dari petugas
Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Surakarta.
Apabila sarana dan prasarana transportasi tersedia dengan baik, maka
petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan
Surakarta tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi dalam
menjalankan perannya melakukan kunjungan ke tempat tinggal klien
anak yang jaraknya sangat jauh ataupun terpencil.
Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan pula solusi atau cara lain
yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala wilayah kerja dari Balai
Pemasyarakatan Surakarta yang sangat luas, yaitu dengan membangun
cabang Balai Pemasyarakatan yang ada di tiap-tiap Kabupaten ataupun
di tiap-tiap Kecamatan. Dengan wilayah kerja yang dipersempit
diharapkan pelayanan terhadap klien pemasyarakatan dapat dilakukan
dengan optimal tanpa terkendala jauhnya jarak yang harus ditempuh
untuk melakukan bimbingan kepada klien pemasyarakatan. Apabila
salah satu solusi yang telah diuraikan di atas dapat terlaksana dengan
baik niscaya Balai Pemasyarakatan Surakarta dapat menjalankan
perannya dengan optimal.
6. Faktor Keluarga Klien
Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalan penyelesaian
perkara mengenai anak nakal. Meskipun anak nakal tersebut telah
melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga anak nakal
tersebut tetaplah anak-anak yang masih di bawah tanggung jawab orang
tuanya. Jadi peran orang tua ataupun keluarga lainnya dalam
penyelesaian perkara anak nakal sangat dibutuhkan terutama dalam
pambuatan laporan panalitian kemasyarakatan oleh petugas
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Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dengan
memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan mengenai anak nakal
tersebut. Maka dari itu, untuk mengatasi kendala yang berasal dari
faktor keluarga klien dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan
secara personal terhadap keluarga klien. Untuk itu, maka setiap
Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai kemampuan untuk
dapat berinteraksi secara persuasif agar keluarga klien mau berperan
dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anggota keluarganya.
Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan
penyuluhan-penyuluhan kepada keluarga klien mengenai peran-peran
dan tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan yang intinya adalah untuk mendampingi dan membantu
anak nakal dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya agar dicapai
solusi yang terbaik bagi anak nakal tersebut. Dengan begitu diharapkan
pihak keluarga klien bersedia untuk berjuang bersama demi kepentingan
anak nakal yang menjadi anggota keluarganya.
7. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana
Seperti telah diuraikan diatas bahwa anggaran atau dana merupakan
sesuatu yang sangat penting dalam setiap kegiatan. Tidak terkecuali
dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai pemasyarakatan
Surakarta dalam menjalankan perannya. Dengan terbatasnya anggaran
dana yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta dapat
berakibat kurang optimalnya peran yang dilakukan oleh Balai
pemasyarakatan Surakarta. Dengan keadaan seperti itu, maka
peningkatan anggaran dan dana kepada Balai Pemasyarakatan dari
pemerintah harus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan agar Balai
Pemasyarakatan Surakarta dapat menjalankan perannya dengan
optimal. Kesenjangan sosial antara Balai Pemasyarakatan dengan
aparat-aparat penegak hukum lainnya dapat diperkecil dengan
peningkatan anggaran dari pemerintah yang dialokasikan kepada Balai
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Pemasyarakatan sehingga dapat tercapai kesetaraan antara Balai





1. Balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum
khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan
perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
a. Tahap pra ajudikasi, yaitu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan
oleh kepolisian terhadap anak nakal. Dalam tahap ini peran Balai
Pemasyarakatan Surakarta melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) atas
permintaan pihak kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan
tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam
membuat tuntutan dam membantu hakim dalam membuat putusan
terhadap anak nakal tersebut;
b. Tahap ajudikasi, yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak
nakal telah memasuki proses persidangan. Pada tahap ini peran Balai
Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan adalah
mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya dalam setiap proses
persidangan;
c. Tahap post ajudikasi, yaitu tahap pada saat setelah perkara yang
melibatkan anak nakal diputus oleh hakim. Pada tahap ini peran Balai
Pemasyarakatan Surakarta melalui pembimbing kemasyarakatan adalah
untuk membimbing, membantu, dan mengawasi klien anak dalam
menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
2. Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam menjalankan perannya dalam
melakukan pembimbingan terhadap anak nakal masih banyak menemui
kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan perannya, yaitu:
a. Kelemahan aturan hukum yang belaku terhadap tindak pidana anak,
yang didalamnya tidak disebutkan adanya sanksi apabila tidak ada
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kelengkapan administrasi dalam menyelesaikan perkara pidana anak
khususnya dalam proses persidangan;
b. Kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum
terutama yang khusus menangani perkara pidana yang dilakukan
anak sehingga menimbulkan ekses mau menang sendiri dalam
menangani perkara pidana anak terutama di persidangan;
c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan
Surakarta sehingga dalam menangani perkara pidana anak tidak
bertindak secara profesional. Hal itu mengakibatkan petugas Balai
Pemasyarakatan menjadi rendah diri jika mengikuti persidangan anak di
Pengadilan yang berhadapan dengan sesama aparat penegak hukum
lainnya baik itu jaksa, hakim, ataupun penasehat hukum.
d. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam
penanganan perkara pidana anak belum dapat melaksanakan tugasnya
dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan yang tidak
tepat waktu. Hal itu disebabkan tidak atau kurang didukung adanya
sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan fungsi dan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan,
baik untuk mencari data dalam penyusunan laporan penelitian
kemasyarakatan ataupun dalam menghadiri persidangan;
e. Wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Surakarta yang sangat luas
meliputi eks Karesidenan Surakarta mengakibatkan pelaksanaan
peran Balai Pemasyarakatan kurang optimal karena kesulitan dalam
menjangkau daerah-daerah pelosok perbatasan dari masing-masing
daerah sehingga tidak semua klien anak yang menghadapi perkara
pidana dapat dilayani oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta;
f. Keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas
pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Surakarta
juga dapat menjadi kendala dalam mendapatkan informasi mengenai
klien anak guna menyusun laporan penelitian kemasyarakatan
(litmas), sehingga penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan
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dapat terhambat;
g. Alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai
Pemasyarakatan Surakarta dalam menjalankan peran dan fungsinya
merupakan kendala nonteknis yang sangat terasa. Perbedaan yang
sangat mencolok antara anggaran kepada Balai Pemasyarakatan
dengan penegak hukum lainnya menjadikan adanya kesenjangan
sosial yang sangat jauh antara Balai Pemasyarakatan dengan penegak
hukum lainnya.
B. SARAN
1. Perlu segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak, agar dirumuskan kembali tentang peran
Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana anak disertai
dengan sanksi yang dapat diberlakukan bagi pelanggarnya;
2. Segera dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya
terhadap para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sehubungan dengan
masih relatif lemahnya pemahaman dan penguasaan terhadap
kewenangan tugas dari Balai Pemasyarakatan. Misalnya dengan cara
mengadakan kursus ataupun diklat secara khusus terhadap semua
petugas Pemimbing Kemasyarakatan (PK) melalui Pendidikan Teknik
Pemasyarakatan Khusus PK. Sosialisasi melalui kelompok-kelompok
diskusi aktif di tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis dan kesempatan yang
lebih luas bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menempuh jenjang
pendidikan yang lebih tinggi seperti ke jenjang sarjana (S1) ataupun
program Pasca sarjana (S2);
3. Pemerintah lebih memberikan dukungan sarana dan prasarana yang
memadai kepada Petugas Pemimbing Kemasyarakatan (PK) ataupun
kepada Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dalam mencari
data guna penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan dan
menghadiri persidangan anak di pengadilan,  sehingga segala sesuatunya
dapat di laksanakan dengan optimal dan tepat waktu;
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4. Pemerintah hendaknya juga meningkatkan anggaran dana guna
kepentingan operasional, administrasi, maupun kesejahteraan para
pegawai Balai Pemasyarakatan agar tidak terjadi kesenjangan yang
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